BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1538, 2019 KEMENKES. PPNS Bidang Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang
tentang Kesehatan, Pasal 36 Undang-Undang tentang
Psikotropika, Pasal 82 Undang-Undang tentang
Narkotika, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Kementerian Kesehatan diberikan wewenang khusus
sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan
tindak pidana di bidang kesehatan;

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan
tugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan,
diperlukan pengaturan mengenai penyidik pegawai negeri
sipil bidang kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Bidang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republikb Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksananaan Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5298);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Kesehatan adalah
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Tindak Pidana Bidang Kesehatan adalah setiap
perbuatan masyarakat yang diancam dengan sanksi
pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang kesehatan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti
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10.

11.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan adalah Biro yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum untuk
memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan wewenang PPNS Bidang Kesehatan.

Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi pada
Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian
Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran.

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan
yang  selanjutnya  disebut  Wasmatlitrik  adalah
serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di
Bidang Kesehatan guna menentukan dapat atau
tidaknya  dilakukan = Penyidikan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tenaga Pengawas Kesehatan adalah aparatur sipil negara
yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan
pengawasan di bidang kesehatan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan
yang selanjutnya disebut Atasan PPNS Bidang Kesehatan
adalah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk oleh
sekretariat PPNS Bidang Kesehatan sebagai ketua tim
yang ditugasi menangani perkara tindak pidana tertentu
yang menjadi kewenangannya.

Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang membawahi langsung Tenaga Pengawas
Kesehatan.

Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang
adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang

Kesehatan yang sedang atau telah terjadi, baik yang
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ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan
yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan
kewajiban berdasarkan undang-undang.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang
Kesehatan.

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi,
dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur
Tindak Pidana Bidang Kesehatan yang telah terjadi,
sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun
barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang
Kesehatan tersebut menjadi jelas dan dituangkan di
dalam berita acara pemeriksaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan

Kesehatan bertujuan untuk:

a.

(1)

terselenggaranya penegakan hukum oleh PPNS Bidang
Kesehatan; dan

memberikan kepastian mengenai kedudukan, tugas,
wewenang, dan pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS

Bidang Kesehatan.

BAB I
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3
PPNS Bidang Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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